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Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD dengan 

berpedoman ketentuan yang berlaku. Tujuan pendirian BUMD untuk pengembangan dan 

pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan dan selain itu juga bertujuan 

untuk dapat memberikan manfaat atau kontribusi kepada Daerah. Pengelolaan dan 

pengurusan BUMD sama halnya dengan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan yang 

dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan ditemukan adanya permasalahan yang 

berdampak terhadap pengelolaan keuangan perusahaan berupa utang piutang. Dalam 

sebuah Perusahaan berupa BUMD, keberadaan piutang mempunyai peran penting karena 

merupakan aktiva lancar yang likuid dan selalu berputar. Keberadaan piutang merupakan 

salah satu bagian penting dalam neraca perusahaan. Neraca merupakan laporan yang 

menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan yang dibuat berdasarkan 

periode tertentu (tahunan). Besar kecilnya piutang sangat berpengaruh terhadap operasional 

dan kinerja perusahaan. Keberadaannya dapat mendukung upaya perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan bagi perusahaan karena dapat mengembangkan dan menaikkan 

tingkat penjualan barang atau jasa pada yang menjadi produk usaha perusahaan. Namun 

demikian disisi lain keberadaan piutang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan apabila keberadaan piutang tersebut menjadi piutang tak tertagih. Hal ini 

disebabkan karena piutang tak tertagih dicacat sebagai beban yang disebut dengan beban 

piutang tak tertagih. Dalam Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menyebutkan bahwa 

piutang yang nyata-nyata tidak ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan 

bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan hal tersebut maka 

permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah 

bagaimanakah dampak piutang tak tertagih pada BUMD terhadap Pemerintah Daerah dan 

bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan piutang tak tertagih yang 

ada di BUMD 

Untuk mengetahui bagaimanakah dampak piutang tak tertagih yang terdapat di BUMD 

terhadap Pemerintah Daerah dan bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya 

penyelesaian piutang tak tertagih apabila terdapat adanya piutang tak tertagih di BUMD. 

Dilakukan penelitian melalui penulisan Skripsi ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Sesuai dengan sifat penelitian 

hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statua approach). Untuk menganalisa isu hukumnya menggunakan 

sumber hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulannya dilakukan 

melalui dokumenter dan studi pustaka. 
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Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur Pendapatan 

Daerah yang keberadaannya sangat penting dalam APBD karena merupakan sumber 

penerimaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu pendapatan daerah adalah 

pendapatan asli daerah. Dalam ketetuan Pasal 31 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 

tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah 

bersumber dari a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan ini target pendapatannya dibebankan kepada BUMD yang didirikan 

oleh Daerah, melalui bagian laba / keuntungan yang diperoleh BUMD sebagai hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila target pendapatan yang 

ditargetkan pada BUMD tersebut tidak tercapai sesuai target pendapatan yang telah 

ditetapkan dalam APBD akibatnya akan berdampak terhadap Pemerintah Daerah. 

Adapun dampak yang akan terjadi pada Pemerintah Daerah adalah yaitu : (1) APBD 

yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tersebut wajib dilakukan 

perubahan APBD guna menyesuaikan jumlah capaian target pendapatan yang dicapai 

oleh BUMD. (2) Pemerintah Daerah perlu untuk mencari sumber sumber pendapatan 

lainnya guna menutupi anggaran belanja yang sudah ditentukan sumber anggarannya 

yang berasal dari bagian laba/ keuntungan yang diperoleh BUMD jika tidak, maka 

Belanja program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak terlaksana sesuai 

perencanaan pembangunan daerah dan selan itu juga (3) tujuan dari pendirian BUMD 

untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan belum tercapai. 

 

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

BUMD telah disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam 

kepemilikan Kekayaan Daerah yang mempunyai kewenangan mengambil Keputusan 

yang berkaitan dengan BUMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan BUMD 

mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengambil keputusan. Kewenangan 

untuk membuat atau mengambil kebijakan dilakukan dengan berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku. agar kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi BUMD 

maka kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dituangkan dalam produk hukum 

daerah yang keberadaannya dimaksudkan menjadi solusi terhadap penyelesaian piutang 

tak tertagih yang terdapat di BUMD. 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Irfan Mahdy, Juni 2024. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 

TERHADAP PIUTANG TAK TERTAGIH PADA BADAN USAHA MILIK 

DAERAH. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Lies Ariany, S.H.,M.H. 

 

Keberadaan piutang tak tertagih apabila dibiarkan akan menjadi beban dan berpengaruh 

terhadap profitabilitas BUMD, karena berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasila) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menyebutkan 

bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang 

penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sehingga semakin besar 

beban, maka akan semakin besar nilai pengurang pendapatan yang mengakibatkan semakin 

kecil laba yang dihasilkan BUMD. Kecilnya Laba yang diperoleh BUMD akan berdampak 

terhadap Pemerintah Daerah yaitu : (1) APBD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD tersebut wajib dilakukan perubahan APBD guna menyesuaikan 

jumlah capaian target pendapatan yang dicapai oleh BUMD. (2) Pemerintah Daerah perlu 

untuk mencari sumber sumber pendapatan lainnya guna menutupi anggaran belanja yang 

sudah ditentukan sumber anggarannya yang berasal dari bagian laba/ keuntungan yang 

diperoleh BUMD jika tidak, maka Belanja program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam 

APBD tidak terlaksana sesuai perencanaan pembangunan daerah dan selan itu juga (3) 

tujuan dari pendirian BUMD untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan belum 

tercapai. 

 

Pemerintah Daerah sebagai pendiri dan atau sebagai pemilik BUMD yang dalam ini 

diwakili oleh Kepala Darah mempunyai kewenangan mengambil Keputusan yang 

berkaitan dengan BUMD. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala 

Daerah dalam melaksanakan kebijakan BUMD mempunyai kewenangan untuk membuat 

atau mengambil keputusan. Kewenangan untuk membuat atau mengambil kebijakan 

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. agar kebijakan tersebut dapat 

menjadi pedoman bagi BUMD maka kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah 

dituangkan dalam produk hukum daerah yang keberadaannya dimaksudkan menjadi solusi 

terhadap penyelesaian  piutang tak tertagih yang terdapat di BUMD. 

 

Kata Kunci (keyword) : BUMD, Piutang tak tertagih, produk hukum daerah. 
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